
 

 

 

BUPATI PEKALONGAN 
 

PERATURAN  BUPATI  PEKALONGAN 

NOMOR 17 TAHUN   2013 

 

TENTANG 
 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2011 

TENTANG PERPANJANGAN  BATAS  USIA  PENSIUN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  

YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

   
BUPATI  PEKALONGAN, 

 
Menimbang   :   a. bahwa guna menjamin kelangsungan tugas – tugas pemerintahan 

serta guna kepentingan proses kaderisasi untuk jabatan eselon II 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah diatur 

ketentuan mengenai Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II dalam 

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perpanjangan 

Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan 

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan; 

b. bahwa seiring perkembangan keadaan dan perubahan peraturan 

perundang – undangan ditingkat Pemerintah Pusat maka 

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perpanjangan 

Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan 

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan  perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 

2011 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri 

Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang – Undang Nomor  9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 



3. Undang − Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 

Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2906); 

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3041), sebagaimana  telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3890); 

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844);   

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2013 Nomor 

51); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota 

Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3381);  

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4018) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4194); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4263); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4890); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2008 Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 22); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG 

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 



Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 

39 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai 

Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun diberikan selama 1 

(satu) tahun untuk setiap kali masa perpanjangan, dan 

dapat diperpanjang kembali untuk masa 1 (satu) tahun 

berikutnya sampai paling tinggi usia 60 (enam puluh) 

tahun. 

(2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (2) terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan 

berikutnya dari bulan dicapainya batas usia Pensiun. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 9 

Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 

 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 26 April 2013  

 

BUPATI  PEKALONGAN 

TTD 

AMAT  ANTONO 

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 26 April 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

TTD 
SUSIYANTO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013 

NOMOR 17 
 


